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-~ SALINAN

- BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
* PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 40 TAHUN 2018
- TENTANG o
' PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o . BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : a. bahwa gund kelancaran dan ketertiban, dalam pelaksanaan L
- | pengisian a‘hggoté Badan Permusyaw_aratar_i ‘Desa, maka

" Peraturan Bupati - Kar_ariganyar Nomor 114: Tahun 2017

tentang Badan _Perrnusyawlaratanv Desa, perlu diubah; »

b. bahwa berdasarkan. pcitimbangan Set;agaimana dimaksud :

dalam huruf _a; periu menetapkari Peraturan Bupati tentang

N Penibahan ataé Pe}raturén ‘Bupati Karanganyar Nomor 114

Tahun 2017 ‘tcntaing Badan Permusyawar_atan Desa;

Mengingat‘ :.' 1. Undang—-Unde’mg‘- Nofhor, 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan'Daérab-—daerah Kabupatén dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah; o v :

2. Undang—Undang N_ombr 12 Tahﬁn 2011 tentang
P,embentukari Pcratura:n Perundang-undangan (Lembai'ari»
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

;o Tambahan  Lembaran  Negara Républik " Indonesia

z Nomor 5234); - - '

| 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun }}‘2014

‘Nomor 7, Tambahan Lemba‘ranv Negara Republik Indonesia
,Nomo‘r 54935); R - '- '




4, Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara.
Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagalmana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah,
(Lembaran Negara Repubhk " Indonesia ‘Tahun 2015 .
- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonevsm |
~ Nomor 5679); |

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang»_ ,

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ‘Nomor ~ 6
' Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesxa Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran :
. Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
- dlubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
~ Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

~Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 57 17),

. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 110 Tahun 2016
‘tentang Badan Perrnusyawaratan Desa; , ,

. Peraturan Daerah - Kabupaten Karangaﬁyar 'Nomor 14
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
‘DeSa,’ dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
‘Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39)

sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar'
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Orgamsas1 dan Tata Kerja
Pemerintah Desa, .dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten - Kafanganyar Tahun 2016
‘Nof:ior 13, Tambahan Lembaran Daerah Kablzlp'aten‘

Karanganyar Nomor 65); ~




Menetapkan :

9 Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa [Benta Daerah N

‘Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 1 14);

| ,  MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 114 TAHUN 2017 TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatl Karanganyar
.‘ Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
' (Berita - Daerah Kabupaten ~Karanganyar Tahun = 2017
~ Nomor 114) diubah sebagai. ber1kut '

L. Dlantara Pasal 3 dan Pasal 4 dlsls1pkan 1 (satu) Pasal yakm
Pasal 3A sehmgga berbuny1 sebagal benkut

Pasal 3A _ :

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung
o sejak tanggal pengucapan sumpah/j _]anjl
(2) Anggota BPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat “
: "d1p1hh untuk masa keanggotaan palmg banyak 3 (tiga)
kali secara berturut-turut atau tidak -secara berturut— :
turut. ‘ | | o |

(3) Periodesasi ~masa keanggotaan | BPD sebagaimana
| vdimakéud pada ayat (2) t’erhi,t'ungv sejak pembentukan
Badan Perwakilan Desa berdasarkan Peraturan Daerah
'Kabtipaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang
‘Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten -

Karanganyar Tahun 2000 Nomor 20).

2. Keténtua‘i'i‘ huruf i dan‘ huruf j ayat (4) Pasal 7 dihapus,

sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: -

| _ Pasal 7 ,
(1) Susunan Pamtla Penglsxan Kcanggotaan BPD terdiri
‘dan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kepala Seksi, dan

anggota.




- ayat (1) palmg banyak 3 (tiga) orang.

- (3)

@)

Jumlah Kepala Seksi sebagalmana dlmaksud pada

Kepala. Sek31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (2),
terdiri atas : SR o
a Kepala Seksi Penjaringan dan Penyarmgan,

b. Kepala Seksi Musyawarah; dan

c. Kepala Seksi Umum dan Perlengkapan.

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD .sebagaimana

dlmaksud dalam Pasal S ayat (1], mempunyal tugas

| sebagal berikut :

a. mengumumkan - dan  melakukan  sosialisasi

pembentukan BPD

 b. menyusun dan mengajukan rencana anggaran -

pengisian anggota BPD;

c. menyusun jadwal dan tahapan pengisian anggota

BPD;

| -d. membuat blangko atau format berita acara hasil

‘musyawarah Dusun dan musyawarah pengisian

anggota BPD di tmgkat Desa, _

“e. mendampingi musyawarah pengisian anggota BPD

ditingkat Dusun dan musyawarah perwakilan

perempuan;

~ f. melaksanakan penjanngan dan penyarmgan bakal

calon anggota BPD;

g enyelenggarakan rapat ~ musyawarah  untuk

menetapkan calon anggota BPD;

| h melaporkan  hasil pelaksanaan  dan

pertanggung]awaban penglsxan anggota BPD kepada
Kepala Desa, ’

i, dihapus;

j. dihapus.

(5)

6

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya,
Panitia Pengisian Keanggoféaﬁ BPD dilengkapi dengan
kop naskah dmas dan stempel kepan1t1aan ' ,
Bentuk kop naskah dinas dan. stempel kepamtlaan
‘sebagaimana dlmaksud pada ‘ayat (5) sebagalmana
}tcrcantum dalam Lamplran huruf A dan huruf B

Peraturan Bupat1 ini.




(7) Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
" dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lamplran huruf

- C Peraturan Bupat1 ini.

. Ketentuan Pasal 39 ayat (3), ayat (6), éyat (8), ayat (10) dan
ayat (11) diubah, dan ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga
Pasal 39 berbunyi sebagai be‘rikut:

Pasal 39
(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan, BPD
dapat mengarigkat 1 (sétu) orang tenaga staf administrasi
~BPD. | )
(2) Masa jabatan staf administrasi BPD ‘sebagaiména
. dxmaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhlmya masa
Jabatan BPD yang bersangkutan '
(3) Pengangkatan staf administrasi BPD dilakukan oleh BPD
ségeré setelah dilantik. - | ‘
4) | Dihapus
(5) Dihapus
(6) Ketua BPD mengangkat staf adm1mstras1 BPD dengan
o Keputusan Ketua BPD. ,
(7) Staf Administrasi BPD sebagmmana dlmaksud pada
- ayat (1) memperoleh penghas1lan sesuai kemampuan
" keuangan Desa. | | | |
(8) Penghasilan staf administrasi BPD sebagaimana
o dimaksud pada ayat (1) dlanggarkan dalam APBDesa.
(9) Ketua BPD melakukan evaluasi kmeqa staf admlnlstra31
- BPD setiap tahunnya v , .
(10) Apablla dari hasil evaluasi kmerja staf administrasi BPD
~ sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinilai kurang oleh
vPimpinan BPD, maka Pimpinan BPD dapat melakukan
penggantian staf administrasi BPD.
(11) Persyaratan dan mekanisme pengangkatan staf
administrasi BPD diatur dalam tata tértib BPD.




4 D1antara BAB VI dan BAB VII d1sxslpkan 1 (satu) bab yakm s

R BAB VIA sehmgga berbunyx sebagal berlkut

s BPD berhak

S al mengawas1 ‘dan memmta keterangan tentang o

BAB VIA
HAK BPD DAN ANGGOTA BPD
| Baglan Kesatu R
 Hak BPD
Paragraf 1

»..,.Umum.,

pas#al 39A

o - :penyelenggaraan Pemermtahan Desa kepada Pemenntah»’

Desa,, e

. = b ;-:vmenyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemenntahan C

'Desa,. pelaksanaan pembangunan Desa, pcmbmaani_ﬂ":f’-; -

: kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masy arakat .: ff

Iy : “Desa dan

c ':'_‘mendapatkan b1aya operas1ona1 pelaksanaan tugas dan ;

o fungsmya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa o

| Péi‘?gréf 2:';'-.:‘ o

o Pengavs{aSan o

R Pasal 398 , ) |
(1) _BPD melakukan pengawasan mclalul momtormg dan'@

'-f,evaluas1 pelaksanaan tugas Kepala Desa

o (2)1 ’Momtormg dan evaluasx sebaglamana dlmaksud pada

"ayat ( 1)_'-- terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

. ‘ _‘pelaporan penyelenggaraan Pemermtahan Desa o

| Paragraf 3 )
Pernyataan Pendapat
S - Pasal 39C S T :
'{(l‘)gBPD menggunakan Hak ‘ Menyatakan _ Pendap'at‘ :
C _"berdasarkan keputusan BPD. . ' o



(2)

Hak Menyatakan Pendapat sebagalmana d1maksud pada

~ayat (1) rnerupakan ' kesunpulan dari pelaksanaan

penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan

" Pemerintahan Desa.

@

Penilaian sebagaumana dimaksud pada ayat (2) dllakukan

- melalui pembahasan dan pendalarnan suatu. objek

penyelenggaraan Pemermtahan Desa yang dilakukan

o daIam musyawarah BPD

*)

(1)

Keputusan BPD sebaga1mana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4

Bxaya Operasmnal

Pasal 39D
BPD mendapatkan b1aya opcrasmnal yang bersumber dari

"~ APBDesa. -

(2)

Biaya= operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas

- BPD.

- (3)

W

| o

Alokasi blaya operasmnal scbagaxmana dimaksud pada
ayat (2) dengan memperhankan komponen kebutuhan

operaswnal dan kemampuan Keuangan Desa.

E Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

_ Pasal 39E

Anggota BPD berhak |

a. mengajukan usul rancaingan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan déri Anggaran Pendapatan dan
BelanJa Desa |

Hak anggota BPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1]

'huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam

musyawarah BPD




(3)

Selam hak sebagalmana chmaksud pada ayat (1), anggota

‘BPD berhak

a. mempcroleh pengembangan kapasitais melalui

= pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pemb1mb1ngan

teknis, dan kunjunga_n lapangan yang d;lakukan di

dalam negerx dan

b. memperoleh penghargaan dan Pemenntah Daerah bagi |

Ty

; memperoleh tunjangan sebagaxmana d1maksud dalam

~ pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 39F

lepman dan anggota 'BPD mempunya1 hak untuk

 Pasal 39E ayat (1) hurufe.

@

@
'-dxmaksud_ pada aygt_ (2) merupakan tunjangan
kedudukan. | o

@

mempakan tunjangan kxnerja

o
vd1makSUd ~dalam Pasal 39F ayat (3) diberikan

Tunjangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi

. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan

lamnya

'I‘un_;angan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
'I‘unjangan lamnya sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 39G

Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana

- berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan
BPD. -

@

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam

‘Pasal 39F ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat

penambahan beban kerja.
Tunjangan kmexja sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2)

~ bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

@)

Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada

~ ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.




' Pasal 39H

‘ Pemb1ayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud
" dalam Pasal 39E ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD, dan
 APBDesa.

| Ketentuan Pasal 40 dlubah sehlngga Pasal 40 berbunyi

: 'sebagat berxkut

BAB i
WEWENANG DAN TUGAS BPD
- Bagian Kesatu

Umum

_ v : ‘Pasal 40

' BPD vberwen‘arig:” -

a. mengadakan 'pertemuan” lj‘denga;n mayarakat untuk

mendapatkan aspu‘asx ' |

. menyampalkan asplram masyarakat kepada Pemenntah

Desa secara hsan dan tertulxs

. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi

kewenaﬁgannya; |

. melaksanakan monitoring ‘_ dan evaluasi kinerja Kepala

Desa; |

.memiﬁtaf keterangan o 'ﬁ‘entahg. penyelenggaraan

| Pemerintahan Desa kepada Pbmerintah Desa; |

. menyatakan pendapat atas pényelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

kemasyafakatan Deéa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa; ' | ‘

'. mengawal asp1rasx masyarakat menjaga kewxbawaan dan

kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta

rﬁempelbpbri penyelenggaréan ~ Pemerintahan Desa

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

. menyusun peraturan tata tertlb BPD;

i menyampa1kan laporan hasﬂ pengawasan yang ber31fat

1ns1dent11 kepada Bupati melalui Camat;
j. ményusun dan menyampaikan usulan rencana biaya -
: opérasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa
untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan

Pendapatan Belanja Desa;




|

k. mengelola biaya operasmnal BPD;

L ‘mengusulkan pembentukan Forum ‘Komunikasi Antar"'

- Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka

monitoring -dan evaluas1 penyelenggaraan Pemermtahan

Desa

6. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal baru,
. yaknl Pasal 53A dan Pasal S3B sehlngga berbuny1 sebaga1

berikut:
| Pasal 53A
(1) Laporan  kinerja BPD merupakan laporan atas

pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran

(2) Laporan kmcrja sebagalmana dimaksud pada ayat (i)

- dibuat dengan sxstemauka
a. dasar hukum; |
b. pelaksanaan tugas, dan
~ ¢. penutup. \.
(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat
serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum

 musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.

' (4) Laporan kinerja BPD sebégaimana dimaksud pada ayat (1) .

disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai

~tahun anggaran.

»Pasal 53B

(1)' Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53A ayat (3)
digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa.

(2) Laporan kinerja BPD yang disémpaikan pada' forum

musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
53A ayat (3) merupakan wujud pertanggung]awaban

, pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.




7 Format Lamplran huruf D huruf J dan huruf K dlubah

o sebagalmana tercantum dalam Lampll’an humf A, huruf B, )

j; . }"dan huruf C Peraturan Bupatl 1n1
o 8 Format Lamplran huruf M c:llhapuS
o Pasalll o | ,
Peraturan Bupat1 ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan
R 'Agar o setlap | orang mengetahumya : memermtahkan

B pengundangan Peraturan Bupat1 dengan penempatannya dalam o

",:_-~Ber1ta Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan d1 Karanganyar - “
pada tanggal 15 Mei 2018 e
P_]s BUPATI KARANGANYAR :. o

 PRUOANGGOROBUDIRAHARDIO
~"Dilin_dérfigkan'di Karanganyar RETINT DR e

© pada tanggal 15 Mei2018 =

 SEKRETARIS DAERAH

‘- BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 40

Sal"n sesuai dengan ashnya e




LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG | |
PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
'BUPATI KARANGANYAR NOMOR 114
TAHUN 2017 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESS

A. SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
 MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,MELAKSANAKAN
_ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
~ SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN = NEGARA

'KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA, TIDAK
 SEDANG MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT PEMERINTAH DESA,
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI ANGGOTA BPD, TIDAK MEMPUNYAI
HUBUNGAN DARAH DENGAN KEPALA DESA SAMPAI DERAJAT KESATU
' BAIK KEATAS, KEBAWAH, MAUPUN KESAMPING, BUKAN MERUPAKAN
 PENGURUS RT, RW, DAN LPMD, SERTA TIDAK PERNAH MENJADI
' ANGGOTA BPD SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN KEANGGOTAAN
Rl SR GOTA
' SURAT PERNYATAAN

'Yang bertanda tangan dibawah ini : | |
Narna C fereeereiieen, ereeeeen S P [T
o Tempat / Tanggal Lahtr ......... ettt s enens .......................
Z Agama et eteeete et rtr e e e b e ereenes ............... edrenens "
Jenis Kelamin | , P PP SRPTEE SOUCPUIRN ceeeneenns s
Pckérjaan* o TR et bereaes e eeenes
Alamat | ) eeetveessieeerreeaireeenaeeataeraaeaarte e e e aeantesesrbeseeteserenan
dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya : | |
1. bertakwa kepada ’I‘uhan Yang Maha Esa sesuai dengan a_]aran agama yang
saya anut " ' ’ _
2. memegang ‘teguh dan mengamalkan ~ Pancasila, melaksanakan
" Undang«Undang Dasar Negara - Repubhk Indone51a Tahun 1945, serta
| mempertahankan dan memeliharan keutuhan Negara Kesatuan Republik
" Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka; '

3. tidak sedang men_]abat sebagax Perangkat Pemerintah Desa;




4. bersedla dlcalonkan rnenJadl anggota BPD;

5. tidak mempunya1 hubungan darah dengan Kepala Desa sampau derajat kesatu ‘

 baik keatas, kebawah, maupun kesampmg yang d;kctahul oleh Kepala Desa; |

6. bukan merupakan pengurus RT, RW, dan LPMD dan

7. tldak pernah menjadl anggota BPD selama 3 - (tiga) kah masa Jabatan
‘keanggotaan BPD. ' '
) ~ Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebi:nar-bcnarnya dan apabila

}pernya'taan ini tidak benar, saya s‘anggup‘ dituntut Hs'ésuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Yang Membuat Pernyataan,

g -Meterai cukup :

ooooooooooooooooooooooo

.......




P .
DA J .

B. KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD TENT ANG
PENETAPAN ANGGOTA BPD :

PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD. cosee
KECAMATAN ....... covee
K.ABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan ....... No ........ Telp (0271) ......... . Kode Pos -

' KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD
" NOMOR wuwcceeess TAHUN corvreeees
B - TENTANG
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD TERPILIH |

KABUPATEN KARANGANYAR
'KETUA PANITIA PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ..ooeenen

i Menib:i%ca . Bérita Acara }Hasil Musyawarah Pemlhhan Anggota BPD
| * Perwakllan ngkat Desa Nomor Tanggal .tentang .......

'- _Menimljaaﬁg o ‘a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan

e 1 ~ Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang .....

B '~ calon Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan'

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD “ |

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dxmaksud

i pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Panitia

o Penglslan Keanggotaan BPD tentang Penetapan Calon Anggota

'BPD Terplllh Dcsa .......... Kecamatan .......... Kabupaten
. v | ‘Karanganyar B ' . ' '
' Mengmgat . 1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan

Daerah—daerah Kabupaten dalarn Llngkungan Prov1ns1 Jawa )
‘Tengah; o |

2_.1Undang—-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan i
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik

| _Indo:ﬁesia vaahun 2011 Nomor 8.2;:>'Tambahan Lembaran
'Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |

3. Undang-Undang 'Nomdf 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'I‘ahun 2014

vv‘:Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RClebllk Indonesia
‘Nomor 5495); | |



4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang - Nomor 6
'I‘ahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk
Indonema Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

o Negara Republlk Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah  dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 47

- Tahun 20‘15 tentang Perubahan atas ‘Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Uhdang Nomor 6 ‘T'ahun 2014 btentang Desa
(Lembaran Negara 'Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor (5717); - , ' _

5. Peratuvranﬁv Daerah Kabupaten 'Karanganyar Nomor 14
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pémerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah - Kabupaten Karanganyar Nomor -39),

- sebagaimana telah diubah dengan ‘Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nom’br 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daérah Kabupaten Karanganyar
Nomor 14 Tahun 2015 téntang Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa dan Badan 'Pex-‘musyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabu'p‘atenv Karanganyar Tahﬁn 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabup‘aten’
Karanganyar Nomor 6s);, - |

. Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017

-tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita - Daerah
Kabupaten Karanganyar  Tahun 2017 Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan' Peraturan Bupati

- Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);
Peraturan Desa Nomor Tahun.. tentang " Badan

Permusyawaratan Desa... (Lembaran Desa N




Menetapkan

KESATU

KEDUA

, Tembusan

Keputusan Kepala Desa ...... Nomor.... Tahun .... tentang
Pembentukan  Panitia Pengisian 'Keangg‘otaan Badan

E Perm‘usyawaratan Desa ..... sebagaimana telah diubah dengan

- Keputusan Kepala Desa... Nomor .. Tahun.... Tentang
Perubahan atas chutusan Kepala Desa... Nomor.... Tahun ....
tentang Pembentukan Panitia Penglslan Keanggotaan Badan

Permusyawaratan Desa ..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan calon anggota BPD terplhh sebagmmana tersebut di
bawah ini : ‘

1. Nama,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
- pada tanggal ...... reveererreeranes

KETUA PANITIA PENGISIAN
KEANGGOTAAN BPD,

ooooooooooooooooooooooo

1. Kepala Bagian Pemermtahan Desa

Setda Kab Karanganyar

2. Carnat ......
3. Kepala Desa

.......



C. KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN PIMPINAN BPD DAN KETUA
BIDANG | |

KOP BPD

KECAMATAN.........o.c0ccoser... KABUPATEN KARANGANYAR
| ' KEPUTUSAN BPD
~ NOMOR ....c...... TAHUN ...
~ TENTANG
'PENETAPAN PIMPINAN BPD DAN KETUA BIDANG

. KABUPATEN KARANGANYAR

| o - KETUABPD .........., | B
Ménimbang i a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (7) Peraturan
o _ Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan
PerfnusyaWafatan Desa, Pimpinan BPD dan Ketua 'Bidang o
yahg terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD
b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud'
o pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan BPD tentang
Penetapan lepman BPD dan Ketua Bidang Desa .........."
» R - Kecamatan .......... Kabupaten Karanganyar;
| Méﬁgingat N O Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
' . Daerah«daerah Kabupaten dalam ngkungan Provinsi Jawa
| Tengah , .
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
| Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara chubhk
~ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
" Negara Republik Indonesia Nomor 5234); |
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 'fentang Desa
".(Lem‘baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 |
~ Nomor -7, Tambahan Lembaran’ Negara Repubhk IndoneSIa .
" Nomor 5495); |



4 Peraturan Pemermtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
| Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubhk

Indone31a Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indones1a Nomor 5539),»sebaga1mana telah
diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 47 .
Tahun 2015 tentahg Perubahan atas Peratliran Pemerintah

}‘Nomovr 43 - Tahuri: 2014 tentang Pératuran Pelaksanaan
}Unda'n‘g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa
(Lembafan : Negaré " Republik  Indonesia Tahun 2015
Nornor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm‘
Nomor (5717); ‘ o .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Ker_]a Pemerintah
Desa dan Badan Pgrmusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
'Kabupaten K'aranganyar"Tahun " 2015 ‘Nomor 14, Tainbahan
- Lembaran . Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39),
sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupatén Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

* Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

- Nomor 14 TahunQOlS v téntang Organisasi dan Tata Kerja
‘Pemerintah Desa danb Badan Pérmusyawaratan Desa
:(Lemba'ran Daefah Kabupaten Karénganyaf Tahun 2016
‘Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

| ‘Karanganyar Nomor 65);

6. Peraturan Bupat1 Karariganyar Nomor 114 Tahun 2017
'tentang Badan Permusyawaratan Desa (Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun '2017  Nomor = 114)
Hsvebag‘aimana telah dmbah dengan Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati ,Karangahyar Nomor 114 Tahun 2017
tentang Badan | Pcrmusyawaratan Desa (Berita Daerah

* Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

7 . Peraturan ‘Desa  Nomor.... ‘Tahun... tentang Badan

Permusyawaratan Desa.... (Lembaran Desa Tahun .......



‘Menetapkan

KESATU

KEDUA |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan lepman dan Ketua B1dang BPD sebagalmana

tersebut d1 bawah ini :

1. Nama -
- Tempat dan Tanggal Lahxr
~ Alamat '

Pekerjaan

Sebaga1

2. Nama

' Tempat dan Tanggal Lahlr o

Alamat
vPekerjaan -

Sebagai

3. Nama

Tempat dan Tanggal Lahir
Alamat
Pekerjaan

Sebagai

4, Nama -

Tempat dan Tanggavlv Lahir
Alamat
Pekerjaan

Sebagai

5. Nama

' Tempat dan Tanggal Lahlr v', :

Alamat
Pekerjaan

Sebagai -

yang bersangkutan

oooooooooooooooooooooo

. ®ueresvsecrvsacesacesn:

oooooooooooooooooooooo

S resvassacscsransnges

ooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

.....................

ooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

......................

ooooooooooooooooooooo

......................

. wedessacssenesrrevaes | .

Pevensensscsaabesneas

ooooooooooooooooooooo

:Ketua B1dang penyelenggaraan

Pemenntahan ~ Desa dan
pemblnaan kemasyarakatan
Desa

: Ketua  Bidang pembangunan

Desa dan pemberdayaan

R A I masyarakat Desa’
:. Masa jabatan Pimpinan dan Ketua Bidang BPD sebagaimana
~ dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak

tanggal ...... sampau dengan berakhlrnya masa keanggotaan BPD




-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di ....coceerceeeene.
 pada tanggal ...oocceeeviiivinnns

KETUA BPD,

.....................

;vTervnbus%én : ‘
L Kepaja Bagian Pemerintahan Desa

Setda Kab. Karanganyar;

Pjs. BUPATI KARANGANYAR,
e

" PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO




